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KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR:422/ | 45 / 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UFTD SPF SD NEGERI TELAGA BAKTI
KECAMATAN SINGKIL UTARA
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A Membaca : Surat Permohonan Perparjangan kin Operasional UPTD SPF SD NEGERI TELAGA BAKTI No: 422/09/5D-T8/2023
N Tanggal, 02 FEBRUAR! 2023 selaku Kepala.Sekolah UPID SPF SD NEGER| TELAGA BAKII.

?‘o Menimbang : a. baohwa berdasarkan hasll Verifikasl Kepala Bldang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
a Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkll Sekolah Terzebut diatas dapat diberikan Ein Operaslonal
“" Penyelenggaraan.
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b. bahwa tin Penyelenggara UPID SPF SD NEGERI TELAGA BAKITI tersebut dapat diberikan dalam batas
ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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Mengingat : 1. Undang - undang Republlk Indonesla Nomor 14 iahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);
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2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

3. Undang-undung Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan 'UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemetintah Pengganti Undang-
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:‘(q Undang Nomor 2 Tahun 2014:tentang - Perubahan Ak:s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
.‘¢ Pemerintah Dasrah menjadi Undang-Undong
A 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Dderah Menjadi Undang-Undang;

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negora

Republik Indonesia Tahun 200é:Nomor.62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Presiden Nomor'87 Tahun 2017 tentarg Penguatan Pendidikan Karakter;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 28 Tahun 1§90 tentang Pendidikan Dasar;

-Paraturan . Pernednich Republlk Indpnellcuomor.éé Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Takun'2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;

Peraturan Pemerintah RepublikIndenesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tuhun 2005 tentang Standar Naslonal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):

10. Peraturan;Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun {Lembaran)
Nagaro Repubﬂk Indonesk: Ichun 2008 Nomor 90: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4868);

11. Peraturan Menteri P(mdld:kan Ncslonal Republik lndonesic Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan
Prasarana untuk Sekolah DcsorlMcdrcsah Tsancxwlah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah
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12. Qanun:Aceh Singkll Nomor 4 fohun 2014 tentang Penbentukcn dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten ¢
© Aceh Smokrl_ v
' 8 MEMUTUSKAN "

o Menetapkan b\-
¢ KESATU : Memben‘kcn kin Penyebnggcra kepada : v
) Nama Lembaga:~ ¢ UPID'SPESD NEGERITELAGA BAKTI A
¥ Mamat - :JLPLAMNGGO.. - - v
\" Kampong pr “PLB/AFDELING. FANTA ‘e
& Kecamatan ;2 SIIGKIL UTARA b\
Y Kabupaten : ACEH SINGKIL ¢
() Provinsi ° .+ 'ACEH” = ()
n KEDUA : lzin Penyelenggcm Pendldikcn UPTD SPF SD NEGERI TEI.AGA ‘BAKTI tersebut b\
'Y Terhitung Mulal Tanggal, 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2026, f
W KETIGA : Pemegcna tn Inl': "
} Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF $D NEGERI TELAGA BAKTI tersebut sesuai dengan Aturan b\
(o] Perundang-undangan yang beriaku, sehingga dapat memenuhl fungsi Sosialnya terhadap masyarckat, v
“‘,, b. Wojlb mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang beriaku atau yang akan ditentukan 1}‘\,
2 dikemudian har. \
a ¢. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan. he
A d. Wajlb Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat- lambatnya 30 (Tiga Puluh) Harl Sebelum @\
N masa beraku tzin berakhlr, {
e. Apablia peraturan inl tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka lzin Operasional tersebut akan dicabut "'I
- dan fidek diberiakukan lagi. b\
KEEMPAT 3 Keputusan Inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat \"'
kekelruan dalam Surat Keputusan Inl akar: diperbalki sebagal mana mestinya. b
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DITETAPKAN 4+ SINGKL
PADA TANGGAL i 06 Maret 2023, x
\4 Kepdla Dinas Pendidikan dan kebudayaan \':
h abupaien Aceh Singkil
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